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KATA PENGANTAR 

Terminologi Asuransi (Insurance) barangkali bagi sebagian 
rnasyarakat bukanlah sesuatu yang asing, sebab keberadaan 
Jen1baga ini sudah merupakan bagian hidup sehari-hari dalam 
n,elakukan berbagai aktivitas. Namun sebaliknya bisa terjadi juga, 
bagi sebagian besar masyarakat lainnya Asuransi bisa jadi sesuatu 
yang baru. Belum diketal1ui apa manfaatnya. Atau bisa jadi pula 
Asuransi sudah cukup Jama dikenal, namun ada rasa keengganan 
untuk memanfaatkan lembaga ini dalam berbagai kebutuhan hid up, 
rnengapa? Tentu ha] ini tidak dapat dilepaskan dari pengalarnan 
rnasing-masing individu terhadap kiprah yang dilakukan oleh 
lembaga Asuransi di tengah-tengah rnasyarakat. Sehingga tudingan 
miring terhadap lembaga Asuransi pun sulit untuk dihindari. Pada 
ha! jika ditelusuri lebih dalam pada hakikatnya lembaga asuransi 
aLfolah lernbaga yang berbasis kepada pembiayaan secara bersarna 
atau meng,mut asas gotong royong. Tujuan asuransi sendiri sebagai 
lembuga prdteksi clan investasi. 

Buguimuna memulihka'n atau barangkali Jebih tepat disebut 
bagaimana mengubuh cam memperkenalkan peran clan fungsi 
lembaga Asuransi bagi masyarakat tampaknya memerlukan 
sebuah Gffa pendekatan baru. Jika dalam beberapa dekade waktu 
yang lampau, Asuransi khususnya untuk asuransi jiwa selalu 
dikaitkan dengan kematian, agaknya sulit bagi masyarakat pada 
umumnya untuk menerirna adanya kematian, walaupun harus 
disadari sebenurnya ha! ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Fianya 
s<1ja k<1pan h,1] itu terjadi, tidak <1da yang bisa menjawab. B<1gi orang 
yang berim,rn sering ha] ini dikatakan sebagai sebuah rnisteri Ilh1hi 
yang hanya bisa dijaw,1b oleh pemberi nafas kehidupan itu sendiri. 

Lalu apa yang dapat dilakukan oleh manusi,1 dalam menjalani 
hidup yang mempunyai keterbatasan? Manusia scbagai rnahluk 
sosial yang berakal budi, n,aka tentu dalam suasana seperti ini perlu 
rnengoptimalkan daya kerja aka] bucli yang dianugerahkan oleh 
snng Illahi, apa yang hnrus dilakukan cfalam mcnghadapi berbagai 
t,mtangan di era globalisasi clengan segala dampnknya. Snlah satu 
dampc1k yang bisa dilihat di era masa kini, yakni kernnjuan tcknologi 
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demikian pesat. Hal ini tentu membawa konsekuensi juga dalam 
berbagai risiko yang dihadapi oleh n,asyarakat dalam me~1jalani 
hidup? 

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mengatasi risiko 
yang harnpir setiap saat bisa menimpa setiap orang dalam berbagai 
situasi? Secara konseptual dalam berbagai kepustakaan Hukun, 
Asuransi dijelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam 
mengatasi risiko yang dihadapi oleh seseorang. Salah cam, yakni 
mengalihkan risiko tersebut kepada pihak ketiga. Pihak ketiga 
yang bertugas atau tepatnya menjalankan aktivitas bisnis sebagai 
pengelola risiko dikenal sebagai Perusahaan Asuransi. Sebagai 
sebuah perusahaan yang mau menerima pengalihan risiko, tentu 
bukannya tanpa syarat. 

Oleh karena itu, jika hendak mengalihkan risiko ke Perusahaan 
Asuransi, perlu adakesepahaman terlebih dahulu apa yangdimaksud 
dengan Asuransi. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, secara 
normatif telc1h dirumuskan pengertian Asuransi dalarn Peraturan 
perundang-undangcm, antara lain dalam: Cl) Ki tab Undang-Undang 
Hukurn Dagang (KU!ID); dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
] 992 tentang Usaha Perasuransian dijelaskan 1\suransi adalah suatu 
perjanjian antara Penanggung (asurador) dengan Tertanggung 
dengan kewajiban membayar premi. Jac1i kata kunci dalam ha! 
ini, yakni Asuransi sebagai suatu Perjanjian. Perjanjian yang telah 
disepakati mengikat kedua belah pihak, seperti layaknya sebuah 
unclang-undang, demikian dijelaskan dalam Ki tab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUHPdt). Perjanjian asuransi sendiri diwujudkirn 
claliun bentuk Polis. Tampaknya di sinilah Jetak titik krusizd yang 
seringkali tidak disadari oleh para calon pembeli polis asuransi 
untuk n,embaca dan mamahami apa hak clan kewajiban yang harus 
dipenuhi ketika risiko hendak dialihkan ke Perusahaan Asuransi. 

Dalam rangka untuk rnemahami asuransi dalam perspektif 
hukum, buku ini ditulis. Buku ini dibc1gi dabm 6 (encim) bab, Bab I 
Pendahuluc1n. Pada bab ini dijelaskan secara umum apa itu asuransi 
clan ruang lingkup asuransi. Bab Il Isi Polis. Pacfa bab ini dibahas 
arti pcntingnya polis dalam perjanjian asuransi. Bab llT Asuransi 
Jiwa dan Asuransi Tanggung Gugat. Dalam bab ini dibahas salah 
scitu ruang lingkup asuransi, yakni asuransi jiv,,c1. Bab lV Asuransi 
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Peng,rngkutc:m Laut. Bab V Asurnnsi Sosial. Pada bab ini dibahas 
tcntm,g Asurnnsi sosial. Ada pun topik yang dibahas di sini, antara 
lain Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Badan Pengelola 
Jaminan Sosial (BPJS), Asuransi Jasa Raharja. Bab IV Badan Usaha 
Asuransi. Pada bab ini dibahas antara lain, tentang syarat-syarat 
pendirian usaha asuransi, tata kelola asuransi, bancassurance, unit 
link, agen asuransi, dan badan penyelesaian sengketa asuransi. 

Jika diperhatikan secara saksama, pada dasarnya setiap bab 
dari buku ini bisa dijadikan dalam satu buku tersendiri. Namun 
untuk cetakan pertama ini, semua topik tersebut dijadikan dalam 
satu buku. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan 
pembaca dalam men1ahan1i asuransi dari sudut pandang hukum. 
Mudah-mudahan dalarn cetakan berikutnya, setiap bab dari buku 
tersebut dapat diuraikan lebih rinci dalam satu buku tersendiri. 

Perlu kiranya juga dikemukakan di sini, apa yang ditulis dalam 
buku ini, pada dasarnya adalah bagian dari materi kuliah Hukum 
Asui·ansi yang disampaikan kepada para mahasiswa Fakultas 
Ffukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) Bandung. 
Adanya berbagai perkembangan materi yang ditulis dalam buku 
ini, juga tidak terlepas dari hasil diskusi yang berkembang baik 
di dalarn ruang perkuliahan maupun di luar ruang perkuliahan. 
Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih 21tas masukan yang 
disarnpaikan sehingga bisa mernperkaya pernbahasan buku ini. 
Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat melengkapi 
khasanah kepustakaan ilmu hukum maupun hukum bisnis. 
Masukan dan kritik dari para pernbaca ten tu sangat berharga untuk 
rnelengkapi pernbahasan dalarn buku ini di masa yang akan datang, 
terima kasih. 

r/11k11111 As11nmsi 

Bandung, Medio Januari 2014 

Penulis, 

Sentosa Sembiring (scntosa1,1_unpc1r.,1c.id) 
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A. PENGANTAR 

BABI 

PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan manusia1 sadar atau tidak pasti fftenghadapi 
risiko. Sebagaimana dikemukakan oleh Agus Prawotc\ risiko dapat 
berasal dari berbagai ha! yang tidak diharapkan1 nan1un dari suatu 
kemungkinan (probalilty). 1 Hanya saja1 seberapa besar risiko yang 
akan dihadapi oleh orang yang bersangkutan1 sangat tetgantung 
dari aktivitas yang dilakukan. Demikian juga dalam bidang bisnis, 
hampir dapat dipastikan tidak ada bisnis yang bebas dari risiko1 

misalnya tempat usaha kebakaran, pengelola usaha ataupun 
karyawan n1endapat kecelakaan atau bahkan mungkin meninggal 
dunia. 

Gisa jadi beberapa di antara risiko tersebut penyebc1bnya sudah 
dapat diduga. Untuk itu1 bagaimana mencegah terjadinya risiko 
tersebut sedapat mungkin sudah dipersiapkan dengan baik. Akan 
tetapi ada pula di antara risiko tersebut penyebabnya tidak terduga 
sebelumnya1 tiba-tiba muncul begitu saja. Akibat dari terjadinya 
peristiwa tersebut dapat n-1enirnbulkan kerugian1 baik materil 
maupun immaterit n1isalnya kehilangan orang yang dicintai atau 
seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari 
nafkah1 kehilangan harta benda. Timbulnya kerugian inilah yang 
acapkali menimbulkan masalah baru bagi pihak yang mendapatkan 
musibah. 

Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang berkewajiban untuk 
memikul risiko tersebut dalam hal ada peristiwa yang menimpa 
objek transaksi ataupun yang menimpa harta benda1 jiwa dan raga 
seseorang? Dalam ha! ini tidaklah terlalu sulit untuk menentukan 
pihak yang menanggung beban risiko1 yakni pemilik barang ataupun 
ahli waris yang bersangkutan. Mencermati terhadap adanya risiko 
tersebut dalam berbagai kontrak bisnis1 pada umumnya klausul 
asuransi selalu dicantumkan dalam kontrak bisnis. Bahkan, sering 
juga ditemui biaya asuransi tersebut dimasukkan menjadi bagian 

Lihal Agus Prawoto. Hu/w111 Asum11si dau Kcschll/1111 Pcr11sa/11wn Asunmsi 
/3erdasark1111 l~isk Base Cllpillli (!WC) Cdisi 2. Yogyak,irla: 131'Fl~, 1995. 
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dari harga penju,1lan barang dan atau jasa. Artinya, harga yang 
ditawarkan sudah tcrrnasuk biaya asuransi clan ati1u seb,,iliknya 
harga yang ditawarkan belum termasuk biaya asuransi. Perhatikan, 
misalnya barang yang ditawarkan baik nwlalui iklan di media nrnssa 
baik cetak maupun elektronik dan ataupun melalui brosur yang 
cukup gencar dipromosikan oleh produsen, harga yang clitawarkan 
acla yang sudah termasuk biaya asuransi clan acla juga harga yang 
clitawarkan belun, termasuk biaya asuransi. Dahm, ha! ini pihak 
pembeli harus 1Y1en1bayar biaya asurnnsi.2 

Masabh lain dapat tcrjadi, objek transaksi masih dalam tahap 
procluksi. Dalam konclisi seperti ini, risiko yang dihadapi oleh 
proclusen bukan hanya risiko terhaclap musnahnya barang, akan 
tetapi clapat pula terjadi risiko ten,pat usaha terbakar dan bahkan 
risiko terhadap tenaga kerja, misalnya sakit, kecelakaan, jaminan 
hari tua, clan rneninggal dunia. Risiko seperti ini tentunya sulit untuk 
dihindari. Seperti apa yang clikemukakan oleh Tarsius Tamzudji: 

"Dalarn perusahaan, baik pacla saat awal maupun saat 
berjalannya perusahaan sudah menampakkan kemungkinan 
risiko yang akan clihaclapi, untuk itu cliperlukan suatu upaya 
awal di dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin 
terjadi dalam mcnjalankan usaha."3 

B. MENGALIHKAN RISIKO KE ASURANSI 
Merujuk kepacla pendapat yang dikemukakan oleh penulis 

di atas, lalu timbul pertanyaan, apa yang harus dilakukan dalam 
menghadapi risiko tersebut? Dihindari ataukah risiko tersebut 
clikelola sedemikian rupa sehingga kerugian yang mungkin timbul 
dapat climinimalisasi sekecil mungkin? Untuk menjawabpertanyaan 
ini perlu dipahami terlebih dahulu rnakna dari risiko itu sendiri. 
Dalam berbagai kepustakaan hukum asuransi, para ahli mencoba 
menguraikan tentang konsep risiko, antara lain: 

2 Per ha Likan, rnisalnya dalam perjanjian (akad) kredil, sering dijumpai syaral 
l!1111kers clause. D,1lam klausul ini disyaratkan Debitor mengasuransikan 
agunan (jamin,rn) kredit untuk kepentingan bank. 

3 Tarsius Tarmudji. M1111(/jen1en Risiko 011111(1 Us(lh(/. Yogyakarta: Liberty, 
1996, Hlrn. 17. 

2 Pcnda/11Ji111111 
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F.. 511/wkti dan /( Ijitros11di/Jiu, rnengemuk,ik,rn: 

"Risiko, risico (Bid), risk (Ing), kewajiban menanggung ,,tau 
memikul kerugian sebagai akibat sesuatu pristiwa di luar 
kesalahannya, yang ffienimpa barang yang nlenjadi objek 
perjanjian."4 

Soeisno Djojoseodnrso, mengernukakan : 

"Risiko dapat dibagi, antara Jain karena sifatnya: 
1. Risiko yang tidal<: disengaja (risiko murni), yakni risiko yang 

apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya 
tanpa disengaja, misalnya kebakaran atau bencana .:dam. 

2. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif), yakni risiko 
yang sengaja ditimbulkan oleh orang yang bersangkutan, 
agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan 
kepadanya, misalnya utang piutang. 

3. Risiko fundamental, yakni risiko yang penyebabnya tidal< 
dapat dilimpahkan kepada seorang dan yang n-1enderita 
tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak 
orang, n,isalnya banjir. 

4. Risiko khusus, yaitu risiko yang bersumber pada pe
ristiwa yang rnandiri dan umumnya nrndah diketahui 
penyebabnyn, seperti kapal kandas. 

5. Risiko dinamis, yaitu risiko yang timbul karena perken,
bangan dan kemajuan masyarakat di bidang ckonomi, 
ilmu, dan teknologi." 5 

Emy Pa11g11ribuan yang mengutip pendapat D11vid L. Bich/elrnupl, 
mengemukakan: 

"upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi 
suatu risiko, yaitu sebagai bcrikut. 
1. Menghindari, menyingkir, a tau menjauhi (avoidrlllce) adalah 

suatu earn mcnghadapi risiko. Scseorangyangrnenjauh a tau 
menghindar dari suatu pekerjaan, suatu benda yang penuh 
mengandung risiko, berarti dia berusaha menghindari 
risiko itu sendiri. 

R. Subekti d,rn R. Tjitrosudibio. Kn11111s H11k11111. Jakmta: Pradnya Pammi la, 
Cel. Ke 2, 1970, Hlm. 89. 

Soeisno Djojoseodarso. Prinsip-prinsip M111111jcn1e11 f~isiko !\s11 nmsi. Cdisi 
R.cvisi. Jakarta: S,1lemb,1 Empal, 2003. 
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2. Mencegah (prevention). Dengan cara mencegah, suatu risiko 
rnungkin akan teratasi sehingga beberapa akibc1t ypng jell'k 
yang tidak dikehendaki akan dapat dihindari. 

3. Mengalihkan (tmnsfcr). Dengan model ini, yakni cara 
mengalihkan risiko dikandung pengertian bahwa 
seseorang yang menghadapi risiko meminta kepada orang 
lain untuk n,enerirna risiko itu. Pengalihan risiko dilakukan 
dengan suatu perjanjian. Termasuk dalam pengertian ini 
pertanggungan (asuransi). 

4. Menerima (assumption or retention). Deng an model ini, 
berarti seseorang sudah pasrah saja terhadap risiko yang ia 
akan tanggung. I-fa] ini bisa terjadi, karena bila suatu risiko 
yang dihadapi oleh seseorang diperkirakan tidak begitu 
besar a tau jika usaha-usaha untuk menghindari, mencegah, 
rnengalihkan diperhitungkan lebih besar keuntungannya 
rnaka orang akan menghadapi risiko tersebut." 6 

d. H. Gunanto, rnengemukakan: 

"Jenis-jenis risiko pada dasarnya dapat dibagi 2 (dua), yakni: 
1. Risiko Murni1 yakni risiko atau penyimpangan yang hanya 

menimbulkan kemungkinan kerugian saja; dan 
2. Risiko Spekulatif, yakni risiko atau penyimpangan yang 

terjadi dapat menguntungkan atau dapat merugikan "7 

Dari apa yang diuraikan oleh para pakar asuransi di atas, 
tampak bahwa terdapat bebagai jenis risiko yang bisa saja menimpa 
siapa saja, baik orang pribadi rnaupun pelaku usaha. Upaya untuk 
menanggulangi risiko yang mungkin akan terjadi, setiap individu 
tentu rnernpunyai pilihan masing-masing. Bagi pelaku usaha yang 
sudah berpengalarnan dalarn rnengelola usahanya dan ataupun 
bagi para profesional, terhadap risiko yang akan dihadapi dalam 
rnenjalankan aktivitas sehari-hari, pada umumnya tidak dikelola 

6 Emmy Pangaribuan. J-i11k11111 Per/1111gg1111g1111 dnn JJcrkc111l}{/11g11n11y11. 
Yogyakarta: Liberty, 1983, Him. 12. Lihat dan bandingkan dengan Kun 
Wahyu Wardana. /-/11/rn111 As11m11si Prolcksi Kccc/r1k111111 'Jhmspor/asi. 
Bandung: Mand,1r Maju, 2009, Him. 24. 

7 H. Gunanto (ketun tim). Nos/rn/1 Alrndc111ik Pcm/11rn11 Pcrz111dn11g-1111r/m1gn11 
/cnlnng Pcrj1111ji1111 As11rm1si. Jakc1la: Badan Pembinc1,lll Hukum Nc1sional, 
1995, Him. 19. 
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sendiri akan tatapi dialihkan ke pihak lain, dalam ha] ini ke len,baga 
asuransi. Pilihan mengalihkan risiko ke asuransi cuku p ber0lasan. 
Sebagaimana dikernukakan oleh Tnrsius Tnrmudji: 

"suatu risiko yang dialihkan kepada pihak lain secara ekonomis 
mempunyai arti yang sangatpenting. Artinya, apabila seseorang 
karena suatu ha] rnenderita kerugian maka ia tidak sedernikian 
saja jatuh. Dengan bantuan pihak yang bersedia mengambil 
alih risikonya tadi rnaka orang tersebut dapat berdiri kembali 
dan dapat dengan mudah untuk mulai usahanya kernbali." 8 

Selain itu, dewasa ini, fungsi asuransi tidak lagi sernata-mata 
sebagai Jembaga proteksi atau memberikan perlindungan terhacfap 
objek asuransi, rnelainkan juga sebagai sarana investasi khususnya 
untuk asuransi sejurnlah uang. 

C. LANDASAN HUKUM ASURANSI 
Secara normatif terrninologi lembaga (pranata hukum) asuransi, 

antara lain dapat ditemui dalam Pasal 1774 Kitab Umfang-Umfong 
Hukum Perdata (KUHPdt)9 yang mengemukakan sebagai berikut. 

"Sudtu persetuju,m untung-untung,m i,1li1h su,,tu pnbu,,lc1n 
yang hasilnya, yaitu mengenai untung-ruginya, baik bagi 
semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada 
suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah: perset11ju11n 
perta11ggunga11; bunga cagak-hidup; perjudian dan pertaruhan. 
Persetujuan yang pertama, diatur dalam Ki tab Undang-Undang 
Hukurn Dagang." (huruf miring oleh penulis). 

Jika dilihat secara sepintas, apa yang dijabarkan dalam 
ketentuan di atas, pertanggungan atau asuransi disebutkan sebagai 
perjanjian untung-untungan clan bahkan sering juga disebut sebagai 
perjudian. Apakah benar dernikian? Dalam ha] ini agaknya perlu 
dikaji secara saksarna, apa yang dijabarkan dalarn pasal di atas. 

·Jika diperhatikan lebih lanjut, anak kalimat apa yang dijabarkan 
dalam Pasal 1774 KUHPdt, yakni untuk pertanggungan diatur lebih 

8 Tarsius Tannudji. Op. Cit., Him. 58. 

9 Ki tab Undang-Undang Hukum Perdata (I<UHPdt) yang dimaksud di sini 
adalah Burgerlijke Wetback (BW) yang diterjemahkan oleh R. Subekti dan 
R. Tijtrosudibio, Jak;:irta; Praclnya Parnmia, 1975. 
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